LEMBARAN DAERAH
' KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1l BANYUMAS
SERI B TAHUN 1987 NOMOR 2

L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TiNGKAT Il BANYUMAS

NOMOR § TAHUN 19¢6
TENTANG
SURAT IZIN TEMPAT USAHA DAN

PEMASANGAN PAPAN NAMA PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BU

Menimbang : a

Mengingat : 1.

2.

PATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS

babwa dalam rangka meningkatkan pemhinaan maosyarakat pengusacs
ha terhadap kemungkinan timbulnya bazhaya, kerugion, gangguan,
pencemaran I'ngkungan dan untuk meningkatkan p<ran serta dalam
Pembangunan Daerah serta melaksanakan intenst’ 1kasi dan ekstensifi
kasi pendapatan Daerah maka perlu peneriiban tempat usaha dan
papan nama perusahaan ; :

bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan surat izin tempat
usaba dan pemasangan pzpan nama perusahaan dalam Feraturan =

Daerah.

Undang-undang Nomor 5§ Tahun 1974 tentang Fokok - pokok Feme

rintahan di Daerah. : ey
Undarig- undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pemtentukan Dae-
rah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan-
Umum Retribusi Daerah jo. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1961
ter tang Penetapen temua . Undang urndung Darurat dan semua ter-
aturan Pemerintah Penggaati Undang -undang yang sudah ada sebe-
lum tanggal 1 Januari 1961, dinyatakan menjadi Undang-undang.
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derordonantie ) Stb), 1”

gguan ( Hin
bah terakhir dengan Sty

dang Gan
dan ditam

¥4 Undang - up
lah diubab

226 yang €
Nomor 450.
- 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan =

5 Undang-un jang Nomo
Hidup.

Pokok pengelolaan Lingkungan
san Mentefi Dalsm N-geri Nomor : Ekon. 10/i/4 /.19 B

6 Keputu )
gal 18 pebruari 1978 jentang Jzin Tempat Usaha dalam rap :
tan usala asing dalam bidang perdagangan gka pe

akhiran kegia
Menteri Dalam Negeri dan Menteri !
=] = 1 PB.‘de 2
8angy

7. Keputusan Bersama
dan K i Nomor : = LA

an Koperasl ' 209 /KPB N T tentang Perubahap aw;

) dari Surat Keputusan Bersama Menteri Da
Nomor ; 56 Tahun 1971 M Ne.
103 A/ KP/V /71 temt‘ng'.:_
ngan dalam memberikan Izin Tep, _
Mpat -

pasal 3 ayat (3

geri dan Menteri Perdagangan

K etentuan - ketentuan Keweana
saha Perdagangan.

Usaha dan Jzin U
Perusturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk melaksanaka B
us dang Gangguan 1anggal 26 Pcbrusri 1953 diu“dangkan Unda’ng‘;_;:
Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juli 1953 (Tﬂ dalam =
Seri C Nomor 10) yang telah diubah pertama kali deﬂganaglbahan b
_Daersh tanggal 31 Aaret 1955 diundangkan dalam Lembar °fa1urani'-1?.§§
si Jawa Tergah tanggal 21 Nopen.b:r 1955 (Tambahan SGriT:] :Opin.j'_ft_%
: 05y
serwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Duaerah Ti kasl).;.;.:,r
ngkat[]

ngan persctujian Dzwan

nynmas.
MEMUTUSKAN
i

AN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
1158

£y

S

|
=

A

e
AN

TANG SURAT IZIN TEMPAT USAHA DAY |

. PERATUR
NAMA PERUSAHAAN.

BANYUMAS TEN
PEMASANGAN PAPAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

netapkan

Pasal 1

n D L [} |
eraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

~ gl
P 9
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a;” Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyuras; * '
b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Paryumes s '

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwukilan Ralyat Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat 11 Banyumas ; ' "

d. Dinas Pekerjaan Umum ialahk Dinas Pekerjaan Umum Kuabupaten Daerah Ting-
kat 11 Banyu .as;

e. Dinas Kesehatan Kabupaten ialab Dinas Kesehatan Kubupaten Deeruh Tingkat
11 Bany.mas ;

f. Surat 1zin:- Tempat Usaha ialah Surat Tzin yang diberikan kepada rengusaha oleh
Kepala Daerah atau Instansi yang berwenang untuk mendirikan tempat usaha,
perusabaan dan atau merjalonkan kegiatan usahanya ;

g. Papan Nama Pervsahaan ialah papan rama yang teibaat dari kayu, $eng, kaca,
plat baja atau bahan lainnya untuk mencantumkan’ identitas perusahaan

k. Tempat Usaha ialah rvangan atau tempat yang dipergunakau untuk menjilarkan
vsaha yang kemunpkinan dapat menimbulkau bahaya. kerugian, gangguan atau
pencemaran loghungan

i, Usaha tulah kegiatan berupa apapun yang dijalankan oleh orang atau badan bhu-
kum untuk memperoleh penghusilan atau keurtungan

i, Pengusaha ialah orang atau badan hukum yang. menjalankan us:hanya beik sene
diri - sendiri maupun: bersama-sama dengan muksud untuk memperoleh - pengha-
silan atau Keuatungaa.

BAB M - 2
PERIZINAN

Pasal 2 - g ol G
:Pengusaha yang melakukan dan atau mendirikan tempat usaha dalam Wilayih Kabu
paten Daerah Tingkat 11 Baryumas wejib memiliki Surat izin Tempat Usahi, berda-
<arkan ketentuan Undang-undang Gangguan.

Pasal 3.

(1) Kepala Daerah menetapkan Team Pemeriksa yang bertugas mengadakan pemeriks
an serempat danmembenkan perumbangan kepada Kepala Daerah atas berdinn)

tempat usaha.

- o
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H i i K tll e ;.'-‘_'
() Kepada pengusah setiap tabun diberikan Kartu Surat ain Tempyy 1\ =
an dipuagut bea. ]ll

alam satu persil terdapat lebih dari satu usaha yang terpisah oy
a,

pat usaba sebanyak jenis dan golongap dac k-
ahapy,
Y

(3. Jika d ot
kan meé pilihi izin tem

diwajbi
Pasal 4 S

endirikan atau mengadakan tempat usaha harus memasang | fie
' apan

+ perusahaan dan wajib memiliki izin tersendii.
enentukan bentuk, ukuran serta tempat/letak pemagyn,. Y
ana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sep, Ngan |,
n perundang undangan yang lebih tinggj
perusahaan berlaku untuk selamanya §

' tpa

(1) Sctiap m

(2. Kepala Daerah m
nama perusahaan sebagaim

tidak diatur oleh peratura

(3) lzin pemasangan papan nama
duk ada perubahan atau pencabutan.

' ap
98 by

BAB Il
EESARNYA BEA SURAT IZIN

Pasal 5

Jzin Tempat Usah.a di.tetapkan berdasarkan jenis atay I
rusahaanm ¥4 setinggl tingginya sebagaimana ‘eicamumgz (;ngan '
piran yaog merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturap Di am Fam
(2; Bea scbagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah j .Clahtni.
50% dari keientuan yaog tercantum dalam ayat (1) pasal ini. 1l sehey
(3) Bea lzin pcmasangan papan nama perusal.aan sebesar Rp 2 500 00 ( dua i
U

lima ratus rupiab ).
(4) Hasil pungutan sebagai nana dimaksud dalam ayat (1), 2)d
N a i
disetor seluruhnya ke Kas Dacrah. & T (3)‘pasal s h.a.““

(1) Besarnya Bea
te-npat uxaha/ps

BAB IV
PENGECUALIAN BEA SURAT IZIN

Pasal \6

Dikecualikan atau dibebaskan dari bea Surat lzin Tempat Usaha dan pemmw
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‘ it

- (1) Kepala Daerah - berwenang . mencabut izin seb,

oan nama perusahaan ¢
a
Usaha - usaha yang tidak: tetap :

. ! v 2V

8 Usaha - usaha yang tidak menetap : % FRaragy:
Badan Usahél mﬁﬂ_ﬁ_ Negara dan ‘Badan Uggpg milik Daerah

..BAB v L8 i i v g0}
SANKSI DAN PENGAWASAN

T R 30

Pasal 7

3 ' Wos .
Wi ol iz

agaimana dimaksud dalam pasal 2
tempat usaha yang diselenggarakan
Daerah ini tidak dipenuhi oleh

Peraturan Dacrah ini atau menutup seketika
apabila keteatuan - ketentuan dalam Peratyran
Pengusaha. SRS

(2) -Apabila terjadi hal ,scbagaimana dimaksud. dalam ayat (1) pasal ini, bcnsusaha ke
pilangan hak untuk mendapatkan, pengembaliap bea yaug telah dibayar. |

Pasal 8

parang siapa melanggar ketenfvan - ketentun setagaimara dimaksud dalam Peraturan

Daerah ini diancam- dengan pidana kurungan szlama - lamanya 3 ( tiga ) bulan atau
denda setinggi tingginya Rp 30. 0C0, 00 (tiga puluh ribu rupiah ),

Pasal 9

(1) Pengawarar, gias pelaksana;aq Pcl'a;uran Dacrah ini ditugqs}gan kepada Kepala Dinas
"' pekerjaan Umum_Kabupaten. kepala Dinas Kesehatan Kab_m_apatcn dani Thstansi” Ing
tansi yang terkait dengan pemberian izin ‘tempat usaha. P 1TAR L
(2) chawai-pcgawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berhak mema-
suki dan memeriksa tempat usaha- tempat usaha untuk uapat menecntuk apakah
terdapat pelanggaran, sedang kepada pengusaha atau yang dikuasakan berkewajib
an untuk memberi izin masuk.
Pasal 10

t Penyidik Umum. penyidik atas tindak pidana sebagaimana 'Beba-
gaimana dimuksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pej bat .Peg_awau Ne-
geri Sipil di Lingkungan Pemerintaban Daerah yang p:ngangkatannya ditetapkan se-
tuai dengan peiaturan perundang - undangan yang berlaku.

Selain oleh Pejaba

- P —— —--
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" Agar setiap orang mengeta

-— O -

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

. Pasal 11

h mempunyai surat izin sebelum bcﬂa'k :
Unya

t Uasha- tempat psaha yang tela
berlaku dan tunduk terhadap Ferayy,
: _ an

(1) Tempa
dianggap tetap

Peraturan Daerah ini,

carah iui.
srusahaan yang telah dipasang scbelum diundangkannya Ppe;
q-lki surat izin pemasangan papan nama p:rus:htman
t-lambatnya 6 ( enam) bulan sete'ah berlakupy, ';an
' ;B "/a Pera

(2) Papan Nama p

Dacrah ini harus telah me

" dari képala Dacrah sclamba
¢ turan Daerah ini’

R | Pasal 12

cukup diatur dalam Peraturan Dacrah ini yang bersifat
kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, pelak

sejak tanggal diundangkan.

(1) Hal hal yang belum
sanaan akan diatur

(2) Peraturan Dacrah ini mulai berlaku

hui Peraturan Daerah ini, memerintahkan psgunda
“etlldanngan

dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1] gy,
_ _ . ; yumas,

Purwokerto, 28 Juni 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TR

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I BANYUMAS
BANYUMAS |
Kegtua,
ttd. ttd
KEISWORO.  ROED]JI TO
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Peraturan Daerah ini telah disatkan Gubern

ur.Kepala D i wa Tergah
dengan Surat chutusan 'langgal 10 Septe P aerah Tingkat T Jawa Terga

mber 1957 Nemor ; 188 3/252/1987

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
JAWA 1ENGAH
Seckertaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOENARTEDJO.
NIP. 010 021 090

Diundangkan pada tanggal 22 Oktober 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah
ngkat 11 Banyumas Seri B Nomor 2 Tshun 1987,

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II |
BANYUMAS
Sekertaris/Wilayah | Daerah,

ttd.

Dre. J. SOEHARD]O.
‘Nie. 010 026 588,
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"SALINAN g

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH

NOMOR : 1883/252/1987.

TENTAN.G

PENGESAHAN PERATURAN DAFRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I

BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG SURAT IZIN TEMPAT yg, ),
DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA PERUSAHAAN, A

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAR

: a. Surat Fupati Kepala Daerah Tingkat 1l Banyumas Tanggal 10 Agp
tus 1986 Nomor 183.3/1573 perihal permohonan Pengesahan Pﬂ;
turan Daerah: ' il 3 o g

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Baﬂyumas Nomnr 5
Tahun 1986 tentang Surat Izia Tempat Usaha dan Pe-l'lasangan
Papan Nama Perusahaan.

Membaca

Menimbang : bahwa ltidék ada keberatan untuk mengesahkan Peraturap Daerah
yang dimaksud; . .
Mengingat 1. Pasal _4_0‘ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3 Undang.
Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950;

3. Undang - undang Nomor 12/Dr¢ Tahun 1957.
MEMUTUSKAN :

Men:tapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyu -
mas No. 5tahun 1986 tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Pemasa-
ngan Papan Nama Perusahaan, dengan perubahan sebagai terikut :

- Pasal 2, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan * berds-arkap
ketentuan Undung - undang Gangguan. »
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Ditetapkan di ¢t Semarang
Pada tanggal- : 10 September 1987

An. GUSERNUR KEPALA DAERAH TK.1
JAWA TENGAH
Sekertaris Wilayah/Dacrah

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010 021 090

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

™

2 AN =

. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;

Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1
( satn ) lemtar Peraturan Daerah.

Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Banyumas di Purwokerto;

Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas di Purwokerto;
Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwolerto:
Kepala Biro Hukum pada Szkretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

S ]

Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

ttd.

WALU YO, SH.
NIP. 010 019 83s.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I BANYUMAS e
NOMOR : 5 TAHUN 1986

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA DAN PEMASANGAN
PAPAN NAMA PERUSAHAAN

LUMUM

1. Dasar Pemikiran

Peraturan Daerah ini dinamakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l

Baryumas tentang Surat Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusa -
haan, didalamnya diatur tentang kewajban memiliki Surat 1zin Tempat Usaha dan
Pemasangan Papan Nama Perusahaan bagi Pengusaha yang mendirikan tempat yang
kemungkinan dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan dan atau pencemaran
lingkungan <erra pemungutan retnbusinya sebagai salah satu sumber Perdapatan Daerah
Dalam rangka pelaksanaan Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po-
kok Pemerintahan di Daerah, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi yang nyata dan
beitanggungjawab, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyumas harus
mampu mergembangkan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber sumber
Pendapatan Dacrahnya, agar dapat mengimbangi gerak lajunya penyelenggaraan Pe-
merintahan dan Pembangunan di Daerahnya.
Disamping iiu dalam rangka usaha meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat
yang terus menerus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyumas
seirama 'dengan gerak perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka pemberi-
an Surat Jzin Tempat Usaha berdasarkan Undang undang Gangguan (Hinderordonantie)
perlu mendapatkan pengaturan khusus dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Duerah Tingkat |l Banyumas tentang Surat Izin Tempat Usaba dan Pemasangan Papar
Nama Perusahaan yang dalam pelaksanaannya dibarapkan dapat meningkatkan sumbe:
pendapatan daerah melalui pemungutan retribusinya.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyumas ter
tang Surat Jzin Tempat Usaha dan Pemasangan Papan Nama Perusahaan ini adalah

a. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Penierintah:
di Daerah;
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b. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah. Dae.
rah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengal ; |

s Und-ang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi Daerah jo Undang - unding Nomor | Tahun (961 tentang Peneta -
pan semua Undang - undang Darurat dan semua Peraturan ‘emerintah Peng
fantt Undang - undang yang sudah ada sebelum tanggal i Januari 1961 dinya-
takan menjad, Undang- undang ; |

¢ QHdang undang Gangguan (Hinderordonantie) Sttl. 1926 No. 226 yang telah
diubah dun ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 INomor 450. _

e. Undang undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

f. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor Ekon 10/1/4/-10 tanpgal

I8 Pebruari 1978 tentang !zin Tempat Usaha dalam rangka Pengakhiran Kegi-

atan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan ;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan

92711979 tentang Perubahan atas Pasal 3 Ayat (3)

Koperasi Nomor ; _ - .
409/KPB/I1/79

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor ;
=b Tty P71 tentang Ketentuan - ketentuan Kewenangan dalam membe.

13A;KP/V/T1l
rikan lzin Tempat Usaha dan Usaha Perdagangan ;

h. Peraturan Daeruh Kabupaten Baryumas untuk melaksanakan Undang undang
Gangguan tanggal 26 Pebruari 1953 diundangkan dalam Lembaran Propips
Jawa Tengah tanggal 25 Juli 1953 ( Tambuhan Seri C No. 10) yang telah di:
ubah pertama kali dengan Peraturan Daergh tanggal 31 Maret 1955 diundap
kan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Nopember 1955 (Tam

bahan Seri C Nomor 53);
i. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 24 Pe.
bruan 1969 Nomor 4/3/1/KDH tentang Ketentuan Batas Waktu Berlaky-

nya Izin-izin Perusahaan,

II. PASAL DEMI PASAL :
BAB I Pasal | : Pasal ini memberikan pengertian beberapa istilah yang

dipergunakan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 1 Luruf g: Identitas Perusahaan meliputi : nama, jenis, lokasi, nomot
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tanggal Surat Izin Tempat Usaha.

pasal 1 burufh : Misalnya mengeijakan, mengolah, men buat barang -
barang jadi, menyimpan, menjual belikan barang- ba -
rang dan atau untuk melakukan perbuatan, pekerjaan
atau jasa apapun yang beriujuan untuk mempesoleh
pengbasilan dan atau keuntungan.

BAB 11 Pasal 2:°3,-4 : Cukup jelas
LAB 11 Pasal 5 ayat (1,
(2), (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Hasil pungutan sebagaimara dimaksud dalam ayat (4)
pasal ini penggunaannya dirinci sebagai berikut ¢
a. 5% untuk biaya peraungutan
b. 10% untuk biaya operasional Desa dan Kecamatan
c. 85% untuk retribusi Pemerintah Kabupaten Dacrah
Tingkat 11 Banyumas. :
BAB 1V Pasal 6 : Cukup jelas

BAB V Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Tempat Usaha yang dicabut atau ditutup sebelum jang'
ka waktu 1 tahun, pengusaha tidak be bak meminta
kembali bea surat izin tempat usaha.

Pasal 8, 9, 10 : Cukup jelas
BAB VI  Pasal 11, 12 : Cukup jelas.

Purwokerto, 28 Jumni 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK 11 BANYUMAS . TINGKAT Il BANYUMAS
Ketua,
ttd ttd.

KISWORO ROEDIJITO
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AP S = o

R Jems Tempat Usaha

Besarnya Bea | ¥

2

Yang dijalankun dengan alat kerja kekuatan uap air
air dan pgas, demikian pula dengan elextroamotor dan
tempat usaha lainnys yang mempergunakun uap air
gas atau uap bertekanan tingpn

1I Yang dipergunakan untuk membuar, mengerjakan
dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya,
termasuk pabnk dan tempat penyimpanan petasan.
Yang dipergunakan untuk membuuat ramuan kimia

I
termasuk juga pabrik korek api.

1v Yang d'pergunakan untuk memperolek, mengerja -
. kan dan menyimpan benda- benda menguap.

v Yang dipergunakan untuk penyutingan kering dari
benda benda tumbuh- tumbuhan dan hewani yang

. diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas.

VI Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak

dan damar,

Vi Yang dipergunakan untuk menyimpan dan menger-

Jakan sampah,

VIl Pengempingan kecambah, pabrik bir, Jimun pemba-

Karan, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan

cuka, perusahaan penyarningan, pabrk tepung dan
perusahaan rtoti serta’ pabrik / perusahaan setrup,
buah - buahan.

Tempat pembantaian, tempat pengulitan, perusaha-
an jeroan, tempat penjemuran, tempat pengasapan,
tempat penggaraman bahan bahan dari hewan begi-
tu pula tempat penyamakan kulit.

IX

Pabrik porselin dan tembikar, tempat pembuatan
tata merah, genting, ubin dan tegel, tempat pemba-
karan kapur dan gipsa,

Tempat pencairan logam, tempat pengecoran. tem -
pat pertukangan besi, tempat penempaan logam,
tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuni-
ngan dan blik dan tempat pembuatan ketel.

XI

XiI Tempat penggilingan tras, kavu dan minvak.

XII Tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang

dari batu dan penggergajian, tempat /penggilingan &
kereta, tempat pembuatan tong dan pertukangan kayu

 Tempat persewaan kendaraan dan perusahaan susu.
Gudang penggarntungan tembakau,

Pabrik tapioka. ;

Pabrik untuk méngcrjakan karet, getak perca atau
barang-barang yang bekerja.

Gudang kapuk perusahaan batik,

X Warung dalam bangunan tetap.

Semua tempat usaha lainnya yang dapat menimbul-
kan bahaya karepa kerugian, gangguan atau pen-

cemaran lingkungan, seperti :

e T
Rp 60.000,00 | Colongan Besae =~
Rp 20 0u0, 00 | Golongan Kecil.‘ : £ <
Rp 100.00), 00 | Golongan Besar '
Rp 6U. Quo, 00 | Golongan Kecil

Rp  75. 000, 00 :

Rp  50. 0u0, 00 ' :

Rp 75 000, 00 | Penyulingan minyak atsiri
Rp 40,000, 00 | Gol. besar Idem Gol. kecil.
Rp 60.000, 00 | Tempatusaba sejenis yg. lain
kp 40. 000, 00

Rp 30. 000, 00

Rp 50,000, 00 | Golongan Besar

Rp 30.000, 00 | Golongan Sedang

Rp 15.000, 00 | Golongan Kecil

Rp 45.000, 00 | Golongan Besar

Rp 30. W0, 00 | Golongan Sedang

Rp 15.000, 00 | Golongan Kcecil

Rp 45,000, 00 | Golongan Besar

Rp 30. 000, 00 | Golongan Sedang

Rp 15.000, 00 | Golongan Kecil

Rp 45.000.00 | Golongan Besar

Rp 20. 000, 60 | Golongan Keci

Rp 20. 000, 00

Rp 45. 000, 00 l Golongan Besar

Rp 30. 000, 00 | Golongan Sedang

Rp 15. 000, 00 | Golongan Kecil

Rp 20, 000, 00

Rp 40. 000, 00

Rp 45, G00, 00

Rp 45, 000, 00

Rp 45 000, 00 | Golongan Besar

Rp 20.000,00 | Golongan Kecil

Rp 30.000,00 | Golongan Besar

Ro 15.000,00 | Golongan Sedang

Rp 7.500,00 | Golongan Keal

T —

11 1R

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

_sebapuinya dan atau dengan pengundangannya
“ " a. 'Ukuran 50 meter persegi kehawah
b. Ukuran 51 sd 100 meter persegi
" e. Ukuruan 101 sd 200 meter persegi
d. Gudang ukuran 201 sd 500 mefer persegi
e. Gudang ukuran 501 sd 1000 meter penregi
f. Gudang ukuran 1001 meter persegi keatas

2. Deualer kendaraan btermotor roda empat dan
 dengan perbengkelanuya.

3. Dealer kendaraan bermotor roda dua dan deng-
an perbengkelannya.

4. Toko perhiasan emas dengan tempat massk
dan merakitnya.

5. Toko onderdil mobil dan perbengkelannya.,
6. Toko onderdil motor dengan 'pcrbengkelnnnya.

7. Variasi kendaraan bermotor dengan tempat ker
janya.

8. Toko ban mobil / motor dengan bengkelnya.
9. Toko sepeda dengan bengkelnya.

10. Toko alat-alat sepeda, becak dengan bengkelnya

11. Toko Radio/TV | Tape recorder dan sejenisnya
dengan tempat usaha reparasinya.

12. Toko meubelair / alat rumah tangga dan tempat
merakir

13. Usaha pemborong bangunan berikat pertukang-
an dan gudangnya.

I4. Usaha jasa angkutan berikut garasinya ;
a. Truck

b. Bus

c. Mikrobis

d. Angkutan umum lainnya

15. Usaha penjualan alat-alat mesin dan alat alat
pertanian lainnya berikut bengkelnya/gudangnya

16. Usaha peternakan berikut kandangnya
17, Usaha Percetakan dan Fotocopy

I8, Usalo-ucaha lainnya veng tidaktermasvk ang-
Fa b ed XX Nomor ) sd 17 dan memerlukan
f lzin Gangguan.

. m—

1. Tolo muteral bangunan : kayu, besi, cat dan

Rp +5.'000, 00
Rp 10 000, 1)
Rp 15. bou, 0
Rp 25 w0, w
Rp  50. oo, 0O
Rp 75,000, 00

Rp 90. 000, 00
Rp 75. 000, 00

Rp 20. 000, 00

Rp 40, 000, 00
Rp 20. 000, 00
Rp 20. 0UO, VO

Rp 20 000, 00

Rp 10. 000, 00
Rp 5. 000, 00

Rp 10.000.00

Rp 20.000 00
Rp 10.000,00

Golongan Besar .
Golongan Kecil

J
Golongan Besar
Golongan Ke:il

| Rp 40.000.00 | Golongan Besar

Rp 20 Ouwy, vu
Rp 10 000, oo
Rp 50. 000, oo
Kp 30 000, oo
Rp 15. 0wy, oo
Rp 40. 000. oo
Rp 20. 000, oo
Rp 10. 000, oo
Rp 40 000, co
Rp 20, 000, oo
Rp 10. 000, oo
Rp  30. Quy, oo
Rp 13,000, co
Rp 7.:00, 00
Rp 20. 000, oo
Rp 10. 000, 0o
Rp 7. 500, oo
Rp 20. 0U0, oo
Rp 10. 000, oo
Rp 5. 000, oo
Rp 15.000.00
Rp 10.000 00
Rp  5.000.00
Rp 23 000, oo
Rp I3 000, oo
Rp  7.500. 0o
Rp 25 000, oo
Rp 1> 000, 00
| Ro 7. 560, 00 |

GUolongan MSedang
Goloogan Kecil
Golongan UBesar
Golongan Sedang
Golongan Keacil

Golongan Besar
Gotongan Sedang
Golongan Kecil
Golongan Besar
Golongan dedang
Golongan Kecil
Golongan Besar
Golongan Sedang
Golongan Keen
Golongan Besar
Gotonean Sedang
Golongan Kecil

Golongan Besar
Golongan Sedang
Golongan Kecil
Go'ongan Besar
Go'ongan Sedung
Golongan Kecil
Golongan Besar
Golongan Sedang
Golongan Kecil
Golongan Resar
I Go'ungan Sedang
Golongan Keal

‘WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABUPATEN DAERAH TK Il BANYUMAS

Ketua,

KISWORO

Purwokerto,

28 Juni
BUIATI KEPALA UDAERAH TK 1l BANYUMAS

X

1986.

ROEDIJITO
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